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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
I. Konsep Implementasi Kebijakan JKBS
a. Konsep implementasi

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan atau tahapan
praktis karena akan mempunyai dampak terhadap tujuan kebijakan tersebut
ditetapkan. Hal ini berbeda dengan formulasi kebijakanyaiigdapat dipandang
sebagai tahapan yang bersifat teoritis,oleh karena itupenulis memilih tahapan
praktis scbagai kajian penelitian,dan untuk mencapai tujuan sebuah kebijakan
publik, maka perlu proses implementasi kebijakan.

”A ientative set of relatedypropositions capable of predicting and
explaining state level implementation processes, cutpuls, and outcomes and
specifying the conditiGns-under which various state implementation behaviors
are likely ta ecedr” (Goggin, etal, 1990:20). Keberhasilan suatu
implementasi—kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi
proses fersébut sehingga perlu diidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi
untuk memperbaiki kinerja implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi, secara harfiah merupakan terjemahan dari kata
implementation, berasal dari kata kerja fo implement yang dapat berarti
melaksanakan. Webster’s dalam Sitorus (2007:125-140) menyatakan bahwa
implementasi berasal dari bahasa latin implementum yang berasal dart kata

impere dan plere. Kata impere berarti to fill up, to fill in atau mengisi penuh
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atau melengkapi, sedangkan plere artinya fo full atau mengisi, selanjutnya fo
implement dapat diartikan sebagai pertama, membawa ke sesuatu hasil
(akibat), melengkapi dan menyelesaikan, kedua, menyediakan sarana (alat)
untuk melaksanakan sesuatu, memberikan yang bersifat praktis terhadap
sesuatu, dan ketiga, menyediakan atau melengkapi dengan alat. Implementasi
merupakan tahapan praktis sebagai alat yang memberikan hasil sebagat akibat
pelaksanaan suatu kebijakan.

Palmer dan Short( 1989) mengungkapkan, policy-implementation
include the action and mechanisme whereby policies are brought into
practice, that is, where what is written in the legislationor policydokument is
turned into a reality. In rhis stage the content of the'\policy, and its impact on
those affected, may be modified substantially, or even negated. In analysing
this stage in policy making proces it is nécéssary to examine how, when and
ever particular policies have been implemented. As a starting point it is useul
to examine the relevan policy stalement”and policydokuments. However,
policy documents should not be accepleéd on face value, as there is often a
significant discrepancy between thé rheoric and reality of policy making.

Implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan dan mekanisime
dimana kebijakan/dibawa ke dalam praktek, dan apa yang ditulis dalam
undang-undarig “ated dokumen kebijakan ditsangkan dalam kenyataan.
Tingkat is1\kebijakan, dan pengaruhnya mungkin dimodifikasi secara
substansial, atau dibatalkan, dan dalam menganalisa iingkat ini proses
pembuatan kebijakan perlu untuk menguji bagaimana, kapan dap dimana
kebijakan- kebijakan utama telah diimplementasikan. Titik awal untuk
menguji pernyataan kebijakan dokumen kebijakan relevan. Dokumen

kebijakan tidak harus diterima pada nilai nominal, seperti sering ada

ketidaksesuaian antara reforika dan realita dari pembuatan kebijakan.
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Solichin Abdul Wahab (2008:59 dan 63), mengutip Grindle
mengemukakan bahwa implementasi kebijakan tidaklah sekedar aktivitas
menterjemahkan dan menjabarkan keputusan-keputusan politik melalui
prosedut-prosedur rutin ke saluran birokrasi tetapi lebih dari itu merupakan
masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu
kebijakan. Implementasi melibatkan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi
perilaku birokrat-birokrat/pejabat-pejabat lapangan (streer level bureaucrats)
dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat
atau mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Menurutnya
implementasi dipandang dari 3 (tiga) sudut{ pandang, 1) pemrakarsa
kebijakan/ pembuat kebijakan, 2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, 3)
aktor- aktor perorangan di luar badan-"badan pemerintah untuk siapa program
ditujukan, yaitu kelompok sasaran.

Implementasi dapat pula dilihat dari sudut pandang kelompok sasaran,
misalnya golongan miskin dan berpenghasilan rendah dalam program yang
menyangkut késejahteraan sosial (perbaikan pemukiman kumuh di daerah
perkotaan yang padat penduduk). Jika kelompok sasaran diharapkan menjadi
pthak ‘yahg akan menikmati hasil dari suatu program (beneficiaries), maka
pandangan mereka mungkin saja serupa dengan pandangan/ persepsi para
pejabat di pusat, yakni sainpai sejauh manakah pelayanan jasa yang
direncanakan itu benar- benar telah diberikan? Sekalipun demikian, kelompok
sasaran itu kemungkinan akan lebih memusatkan perhatiannya pada

permasalanan apakah pelayanan/ jasa yang telah diberikan oleh pemerintah
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bener- benar memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi
peningkatan mutu hidup, termasuk pendapatan masyarakat. Pemahaman yang
mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran ini amat penting artinya bagi
pejabat- pejabat untuk mengantisipasi umpan balik politik (political feedback)
dan peka terhadap asumsi- asumsi perilaku (behavoiral assumption ) yang
mendasari penyusunan setiap program (Abdul Wahab, 2008:64)

Sudirman (2000:64-66) menyatakan, pada umumnya pelaksanaan
kebijakan atau program berkaitan pada penciptan sistem{merupakan alat
khusus untuk mencapai tujuan. Grindle mendefinisikan pelaksanaan sebagai
berikut: "Implementation is general process of administrative action that can
invegtrate at spesific program level”. Kescluruhan proses implementasi
kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan- tGjuan dan sasaran- sasaran yang
semula bersifat umum telah dirinci,.pfogram pelaksnaan telah dirancang dan
sejauh sarana telah diringl, progrnn pelaksanaan dan sejumlah sarana telah
disediakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Definisizldin dikemukankan oleh Van Meter dan Van Horn dalam
Winarnos(2Q07;146) bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian
tindakan yang dilakukan pemerintah baik secara individu atau kelompok yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam
suatu kebijakan. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebuah kebijakan harus
menentukan tujuan atau target yang akan dicapai, dan pencapaian target

tersebut baru bisa dilakukan apabila kebijakan tersebut diimplementasikan.
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Jadi implementasi merupakan tahapan penting sehingga sebuah kebijakan
dapat memberikan hasil yaitu pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.
Edward IH dalam Suryawati (2006:121-130) mengidentifikasi empat
faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keempat
faktor tersebut adalah pertama, komunikasi (communication) sebagai sarana
penyampaian ketepatan ukuran dan tujuan kebijakan, yang harus dipahami
setiap individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan
tersebut, kedua, sumber daya (resources) dengan komponerimeliputi jumlah
staf, keahlian pelaksana, informasi terkait tatacara implementasi, serta fasilita
lain seperti dana dan sarana prasarana, ketiga,<sikap (dispotition/ aititude)
yang terkait dengan kesadaran pelaksana{ petunjuk atau arahan pelaksana
dalam merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intensitas
dari respon tersebut, dan keempat, stritktur birokrasi (bureaucratic structure)
adalah karakteristik, nosma-nprma dan pola-pola hubungan yang terjadi
berulang-ulang dafam .l¢embaga-lembaga eksekutif yang mempunyai
hubungan potensial dan nyata dalam implementasi kebijakan tersebut.
Mazmanian dan  Sabatier dalam  Suryawati(2006:121-130)
menguhgkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan
keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang.
namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan
eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Pendapat ini
menegaskan kembati bahwa sebuah kebijakan merupakan pelaksanaan dari

suatu keputusan eksekutif, baik pemerintah pusat atau daerah, yang
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diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Abidin
dalam Sitorus (2007:125-140) juga menyebutkan bahwa implementasi
kebijakan merupakan salah satu langkah penting dalam proses kebijakan
karena fanpa pelaksanaan maka sebuah kebijakan merupakan sebuah
dokumen yang tidak bermakna dalam tatanan kehidupan masyarakat,
sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan proses kebijakan
yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sehingga memberikan manfaat
bagi masyarakat. Hal ini mendukung pendapat sebelumnya-~bahwa sebuah
implementasi kebijakan juga selain untuk mencapai“tujuan yang telah
ditetapkan dan merupakan keputusan pemerintah{ harus memberikan manfaat
bagi masyarakat.

Riant Nugroho(2009:494-495) \\meémberi . makna implementasi
kebijakan sebagai cara agar sebuah/Kebijakan dapat mencapai tujrannya,
tidak lebih dan tidak kurang, ditambahkan pula, bahwa untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada,
vaitu langsunginiengimpiementasikan dalam bentuk program atau melalui
formulasi, Kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Hal

ini.secara'umum dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 2.1. Sekuensi Implementasi Kebijakan

Tujuan implementasi kebijjakan publik secara sederhana dapat
direalisasikan sebagai’hasildari kegiatan pemerintah, karena itu hal ini akan
menyangkut pada pentiptaan sistem pelaksanaan kebijakan yang merupakan
alat khusus ‘untik mencapai tujuan- tujuan khusus. Kebijakan publik
merupakan “permnyataan tujuan secara luas, sasaran dan cara-cara yang
diterjemahkan ke dalam progrm- program tindakan yang dimaksudkan untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Keseluruhan proses
penerapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang
semula bersifat umum telah dirinci, program aksi telah dirancang dan
sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

tersebut. Program kemudian dirinci lagi kedalam beberapa proyek yang saling
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terkait dan sengaja didesain untuk mencapai keseluruhan sasaran kebijakan
atau dengan kata lain menyebutkan proyek sebagai instrumen yang lazim
digunakan mengimplementasikan kebijakan.

b. Jaminan Kesehatan Bangka Selatan

Kebijakan didefenisikan berbagai ahli dengan batasan yang berbeda.
Winarno (2007:18) menekankan pendefinisian kebijakan harus tetap
mempunyai pengertian mengenai apa yang dilakukan dan arah tindakan.
Salah seorang ahli yaitu James Anderson mendefinisikan_ kebijakan
merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang dietapkan oleh
seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatdsi statu masalah atau
persoalan. Konsep ini dianggap lebih tepat karema memusatkan perhatian
pada apa yang sebenarnya dilakukan dan merupakan pilihan diantara berbagai
alternatif yang ada.

Amir Santoso dalam\Winarno (2007:19) lebih mengkomparasi definisi
yang dikemukakan bteberapa ahli sehingga definisi kebijakan publik
dikatagorikan mewjadi, pertama, menyamakan kebijakan sebagai tindakan-
tindakan pemerintah. Kedua, memandang kebijakan sebagai keputusan-
keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dan
memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Oleh sebab itu dari kedua
konsep yang dikemukanan kedua ahli ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan dan

maksud untuk mengatasi masalah atau persoalan tertentu.
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Jaminan kesehatan merupakan bagian dari jaminan sosial dan
ketentuan yang ada dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SISN) yvang mendefinisikan jaminan keschatan sebagai
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya vang layak dan meningkatkan martabat hidupnya,
oleh karena itu jaminan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan
pemerintah untuk menjamin masyarakat agar mendapatkan pelayanan
kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya.

Malik (2002 :158) menyatakan bahwad) jamiinan pemeliharaan
kesehatan masyarakat adalah upaya pemeliharaan kesehatan kepada peserta
yang pembiayaanya dilakukan secara pra,upaya oleh pemerintah dan atau
swasta, Hal ini menegaskan. kembali bahwa jaminan kesehatan
diselenggarakan dengan pembiayaan dijamin oleh pemerintah atau swasta
secara pra upayva atad Jpemibayaran dilakukan di muka baik pembayaran
kepada badan penyéleriggara maupun pembert layanan.

Akses\penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia,
sejak tahunl998 dijamin oleh pemerintah pusat yang telah melaksanakan
berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk misksn. Krisis moneter
yang terjadi pada iahun tersebut, menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang
sangat mahal. Hal ini menyebabkan warga miskin mengalami kesulitan untuk
mengakses kesehatan. Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan
(JPS_BK) merupakan program terobosan dari pemerintah untuk menolong

rakyat miskin dari kesakitan, Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
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pada tahun 2005 diselenggarakan dalam mekanisme asuransi kesehatan yang
dikenal dengan program Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
(Askeskin), atas pertimbangan pengendalian biaya keschatan, peningkatan
mutu, transparansi dan akuntabilitas dilakukan perubahan meckanisme pada
tahun 2008 yang dikena! dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat.(Sugiyatmi,
2010)

JKBS di Kabupaten Bangka Selatan merupakan bentuk jaminan sosial
kesehatan yang pembiayaannya dijamin oleh pemerintah daerahsehingga bisa
meningkatkan pelayanan kesehatan dan pada akhiffiya mi¢ningkatkan derajat
kesehatan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan sebagai pesertanya, baik
masyarakat yang mampu maupun tidaK mampu. Tujuan smum program ini
adalah untuk meningkatkan akses dar mutu pelayanan kesehatan kepada
seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang membutuhkan pelayanan
kesehatan agar tercipta )derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara
merata, efektif\ ‘dax’” efisien, sedangkan tujuan khususnya adalah
terselenggaranya ~pelayanan kesehatan tingkat dasar di puskesmas dan
jaringannya, terselenggarnya pelayanan tingkat lanjut dan rujukan di RSUD
Kabupaten Bangka Selatan, RSU Depati Hamzah Pangkalpinang, RSJ
Sungailiat, Rumah Sakit Pusat Rujukan RSCM Jakarta dan rumah sakit lain
yang terikat kerjasama dengan program JKBS, terselenggaranya pelayanan
keschatan bagi masyarakat Bangka Selatan yang memenuhi standar,
menurunnya angka kesakitan, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan, terselenggaranya kegiatan pendukung pelayanan
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kesehatan, dan terselenggaranya system informasi terpadu JKBS.(Pedoman
Pelaksanaan Program JKBS,2010:2)

Prinsip penyelenggaraan JKBS yang ditanggung oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka Selatan adalah : pertama, pengelolaan dana untuk
pelayanan kesehatan berada di Dinas Kesehatan melalui Sekretariat JKBS,
kedua, pelayanan dilakukan secara berjenjang dan terstruktur, ketiga,
pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensip) sesuai standar
pelayanan keschatan, keempat, system jaminan kesehatan.yang ditanggung
oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sesuai tarit”yang diatur dalam
Peraturan Daerah (Perda) tentang biaya/pelayanan di puskesmas dan
jajarannya, rumah sakit, atau berdasarkam kesepakatan xerjasama dengan
rumah sakit rujukan.

Kepesertaan yang dijamin oleh JKBS adalah seluruh penduduk yang
di wilayah Kabupateri Bangka Selatan yang ditandai dengan kepemilikan
KTP Kabupaten BangKa Selatan, dan sasaran peserta program JKBS adalah di
luar peserta JAMKESMAS, JAMPERSAL, ASKES, dan JAMSOSTEK.
Pcngelolaan dana JKBS bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Selatan
dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas
Kesehatan melalui Sekretariat JKBS sebagai penyelenggara, melakukan
administrasi pengelolaan dana program secara efektif dan efisien dengan
menerapkan prinsip- prinsip kendali biaya dan kendali mutu (Maraged care).
Dana program dialckasikan untuk membiayai kegiatan pelayanan keschatan

dengan rincian sebagai berikut :
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1) Dana pelayanan kesehatan langsung untuk pelayanan kesehatan
masyarakat di puskesmas dan jajarannya dilakukan dengan system fee for
service pembayaran sesuai dengan klaim yang diajukan, setelah
diverifikasi oleh tim verifikator JKBS. Pelayanan kesehatan tingkat
lanjut dibayarkan dengan system fee for service; Penyedia Pelayanan
Kesehatan (PPK) mengajukan klaim ke Sekretariat JKBS berdasarkan
jumlah kunjungan setelah diverifikasi oleh tim verifikator JKBS.
Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama‘dibayarkan dengan
system fee for service juga, PPK mengajukanklaini ke Sekretariat JKBS
berdasarkan jumlah pasien rawat inap, setelah diverifikasi oleh tim
verifikator JKBS. Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan juga
dibayarkan dengan system fee.for’service juga, PPK mengajukan klaim
ke Sekretariat JKBS_ ‘berdasarkan jumlah pasien rawat inap setelah
diverifikast olehdim_vérifikator JKBS yang terdiri dari jasa medis, jasa
perawatan, ttndakian medis, tranfusi darah (bila ada), tindakan penunjang,
obat-cebatan” generik maupun obat- obatan non generik yang sesua:
dengaf'standar terapi. Selain itu dana pelayanan kesehatan langsung juga
untuk pelayanan kasus gawat darurat/ operasi puskesmas dan rumah
sakit, juga untuk persalinan di puskesmas/ polindes/poskesdes dan ramah
sakit.

2) Dana pelayanan tidak langsung, untuk pengadaan barang cetakan dan
ATK dan untuk dana operasional secretariat JKBS yang meliputi dana

sosialisasi, dana monev dan insentif verifikator dan sekretariat JKBS.
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JKBS melakukan pengorganisasian penyelenggaraan dengan
membentuk tim pengelola atau sekretariat JKBS yang terdiri dari pelaksana
teknis, sekretaris, dan administrasi keuangan. Mekanisme monitoring dan
evaluasi dilakukan oleh tim pengelola secara berkala melalut pertemuan dan
koordinasi, pengelolaan pelaporan program (pengolahan dan analisis),
supervisi dan kunjungan lapangan serta penelitian langsung.(Pedoman
Pelaksanaan Program JKBS, 2011). Alur pelayanan JKBS dapat dilihat dalam

gambar di bawah ini:

Pasien - Padi UImtm/ Poli Gigi N -
_Bukti R Lok:t M M *i Dilayani
Identitas gﬁ?k:smas -Buku registrasi Pasien

] KB$ ~catat no KTP/KK

-Selain

Pasicn - ]
Askes dan d;[l‘ldak .
Jamkesmas fayanl

h
) R K
Gambar 2.2. Aluf Pélayanan JKBS Puskesmas dan Jaringannya uiu
(Sumber’: Pedoman Pelaksanaan Program JKBS,2010)

Pasier_n Sekretariat SJP
-Buki JKJB

Identitas

JKBS
-Selain

Pasien ) 4

Askes dan Berobat
Jamkesmas Jalan

Gambar 2.3. Alur Pelayanan JKBS RSUD/ RJTL
(Sumber : Pedoman Pelaksanaan Program JKBS, 2010)
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Pasien .
_Bukti R Sekretariat SIP

Identitas g JKJB
JKBS
-Selain
Pasien
Askes dan Berobat

Jamkesmas Inap.

Gambar 2.4. Alur Pelayanan JKBS RSUD/ Rawat Inap
(Sumber : Pedoman Pelaksanaan Program JKBS, 2010)
¢. Konsep implementasi kebijakan JKBS

Konsep yang dikemukakan para ahli sebelumnya-dan uraian di atas
bahwa kebijakan JKBS merupakan salah Satu program kebijakan yang
bertujuan meningkatkan pelayanan keséhatan guna tercapainya derajat
kesehatan masyarakat yang optimial,.dan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan maka ditetapkanSurdt Keputusan Bupati Bangka Selatan tentang
pelaksanaan JKBS yang mengharuskan proses implementasi dan pencapaian
progamnya didkur\, antuk mengetahui  efektivitas dan  efestensi
pelaksanaannya., Pencapaian  program ini sesuai dengan yang telah
ditetapkan, maka diperlukan studi implementasi. Sebuah studi implementasi
menurut Winarmno (2007:149) akan memberikan suatu pemahaman tentang
bagaimana suatu sistem berhasil atau gagal dalam menterjemahkan tujuan-
tujuan kebijakan secara umum kedalam bentuk pelayanan publik yang nyata
dan bermakna.

Anderson dalam Nurharjadmo (2008:215-228) menyatakan bahwa
dalam dalam studi implementasi perlu dikaji 4 aspek. Keempat aspek tersebut

adalah siapa yang mengimplementasikan, hakekat dari proses administrasi,
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kepatuhan, dan dampak dari pelaksanaan kebijakan, sementara itu menurut
Ripley dan Franklin dalam Suryawati (2006:121 — 130) bahwa ada dua hal
yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu compliance
(kepatuhan) dan what s happening? (apa yang terjadi?). Kepatuhan menunjuk
pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan
yang telah ditetapkan, sedangkan untuk what’s happening mempertanyakan
bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul,
apa vang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Konsep- konsep yang dikemukakan para_dhli ‘di atas, fokus sebuah
studi implementasi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan implementor atau
pelaksana terhadap aturan yang ditetapkati, mélainkan juga mempertanyakan
hambatan yang muncul dan dukungan yang diperlukan dalam proses
implementasinya. Studi implementasi kebijakan dimaksudkan untuk
memahami apa yang terjadi“setelah program kebijakan dirumuskan, dan apa
yang timbul daki “dafi” program kebijakan tersebut. Suatu implementasi
kebijakan tidakvhanya terkait pada persoalan administratif saja, melainkan
juga mengkaji lingkungan pada implementasi kebijakan tersebut, sehingga
dalam penelitian ini nantinya akan melihat pada fokus ingin mengetlahui
bagaimana implementasi JKBS di Kabupaten Bangka Selatan, dan hambatan-
hambatan dalam implementasi JKBS tersebut

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model implementasi kebijakan
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Suatu proses implementasi kebijakan itu berlangsung dapat dilihat dari
berbagai model implementasi kebijakan. Model yang paling klasik, yakm
model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Homn
(1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan
secara linear dari kebijakan public, implementator, dan kinerja kebijakan
publik. Model implementasi menurut Van Meter dan van Hom, ada 6 variabel
yang dapat meningkatkan keselarasan antara kebijakan dan kemajuan
implementasi kebijakan. Variabel- variabel tersebut antara lain:

1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga
dapat direalisir, apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan
terjadi multi interpretasi dan.mudal menibulkan konflik di antara para
agen implementasi. Van Meter'dan Van Horn menyatakan bahwa kinerja
implementasi kebijakan’dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran
dan tujuan kibijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultur yang ada
di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu
ideal J(utopis), maka akan sulit direalisasikan.(Agustino, 2006:164).
Kriteria keberhasilan kinerja berupa tujuan atau target- target yang
hendak dicapai, tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau
organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu
proses penilai kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi pengguna
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sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan
jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan,
efektifitas dalam mencapai tujuan.(Robertson dalam Mahsun, 2008:25).
Lohman dalam Mahsun(2008:25) juga menyatakan pengukuran kinerja
merupakan suatu aktifitas penilaian pencapaian target- target tertentu
yang diderivasi dari tujuan strategi organisasi. Pengukuran kinerja
bukanlah tujuan akhir melainkan alat agar menghasilkan manajemen
yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil.dari pengukuran
kinerja akan memberitahu kita apa yang telah‘terjadi; bukan mengapa hal
itu terjadi atau apa yang harus dilakukan.” Svatu organisasi harus
menggunakan  pengukuran  kinerja, secara efektif agar dapat
mengidentifikasi strategi dan.perubahan oprasional apa yang dibutuhkan
serta proses yang diperlukan dalam perubahan tersebut. Pengukuran
kinerja menyediakan ddsar bagi organisasi untuk menilai:
a) Bagaimana kémajuan atas sasaran yang telah ditetapkan.
b) Membantudalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan.
¢) Mernentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja.
d) "Menunjukan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi.
e) \Mambantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah
inisiatif.
f) Mengutamakan alokasi sumber daya.
g) Meningkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan
{pengguna). (Mahsun.2008 : 353).

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan
kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa
jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials) tidak sepenuhnya

menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan
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kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana
(implementors). Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan
tujuan kebijakan juga merupakan hal yang crucial. Implementors
mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan
mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjad: tujuan suatu
kebijakan.(Van Meter dan van Horn, dalam Agustino, 2006:164)
2) Sumber daya

Implementasi kebijakan perfu dukungan ‘sumber daya, bak
sumber daya manusia maupun sumber daya).non manusia. Manusia
merupakan sumber daya yang terpenting’ dalam menentukan keberhasilan
suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut
adanya sumber daya manusia.yang berkualitas sesual dengan pekerjaan
yang diisyaratkan olehkebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.
Sumber daya finansial”dan waktu menjadi perhitungan penting dalam
keberhasilan, ifoplementasi  kebijakan selain sumber daya manusia.
Sebagaimana yang dikemukakan olech Derthick dalam Van Meter dan
Van Horn(1974) bahwa, "New town study suggest that the limited supply
of federai incentives was a mayor contributor to the failure of the
program”.

Van Meter dan Van Horn dalam Widodo(2007:194) menegaskan
bahwa, sumberdaya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya
dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam

rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.
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Sumber daya ini terdiri atas dana ataun insentif lain yang dapat
memperlancar pelaksanaan (implementasi} suatu kebijakan, kurangnya
atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan,
adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi
kebijakan. Proses implementasi sebuah kebijakan diharuskan menyediakan
berbagai sumber daya pendukung untuk menunjang keberhasilannya. Faktor-
faktor yang menunjang keberhasilan implementasi fersebut diantaranya adalah
pendanaan, staf atau pelaksana yang telah dibahas_sebeluminya, dengan
kompetensi melaksanakan tugas-tugas mereka, dan fasilitisfain yang dianggap
bisa mendukung efektivitas sebuah impleméntasr” (Winamo, 2007:181).
Semakin banyak sumberdaya yang dibutulikan/untuk menunjang implementasi
kebijakan semakin sulit kebijakan/Tersebut dilaksanakan. Sebaliknya semakin
kecil sumberdaya yang dibutuhkan inaka implementasi kebijakan akan semakin
mudah,
3) Hubungan antar, rganisasi

Implemeittasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi
dengditinstansi lain, sehingga dipertukan koordinasi dan ketjasama antar
instaArisi bagi keberhasilan suatu program. Kebijakan publik bisa
dilaksanakan dengan efektif, Van Meter dan Van Horn menyatakan
bahwa apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para
individu (implementors), yang bertanggung jawab atas pencapaian
standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan kebijakan

harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.
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Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para
pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus
konsisten dan seragam (consistency dan uniformit) dari berbagai sumber
informasi, jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman
terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar
dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Para pelaksana kebijakan
dapat mengetahui apa yang diharapkan dari kejelasan itu dan tahu apa
yang harus dilakukan.

Suatu organisasi publik, pemerisitah~daerah, misalnya,
komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses
peniransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dar1 suatu
otganisasi ke organisasi laingdan ke komunikator lain, sering mengalami
gangguan (distortiaon) baik,yang disengaja maupun tidak, jika sumber
komunikasi berbeda ~memberikan interprestasi yang tidak sama
(inconsistent), térhadap suatu standar dan tujuan atau sumber informasi
sama . memberikan interprestasi yang penuh dengan pertentangan
(conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan
suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan
secara intensif.

Van Meter dan Van Horn, dalam Widodo (2007:97) juga
menyebutkan bahwa, proses implementasi kebijakan yang efektif, sangat
ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara

akurat dan konsisten (accuracy and consistency). Koordinasi juga
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merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan,
semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak- pihak yang terlibat
dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil,
demikian sebaliknya.
4) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi,
norma- norma dan pola- pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi
yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu _program. Sistem
politik dan sistem ekonomi tertentu serta lembaga-pelaksdna juga mempunyai
karakteristik tertentu yang bervariasi dalam hal“tingkat profesionalisme, misi
dan crientasi, dan sebagainya yang hefinteraksi membentuk lingkungan yang
juga berpengaruh terhadap keberhasitan implementasi. Pusat pfarhatian pada
agen pelaksana meli'puti organisasi formal dan oreganisasi informal yang
akan terlibat dalam“-pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting
karena kinerjalimiplementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri
yang tepat, serta cocok dengan para agen pelaksananya, dan berkaitan
dengan ‘kontek kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa
kebijakan dituntut pelaksana kebijakan vang ketat dan disiplin, dan pada
kontak lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.
Selain itu cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting
dalam menetukan agen pelaksana kebijakan.

5) Kondisi sosial, polittk, dan ekonomi
Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, yang

dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana
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kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi
implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung,
atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta
apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Hal yang perlu
diperhatikan guna menilai kinerja implementasi adalah sejauh mana
lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan pubiik.
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat
menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Karena itu, upaya implementasi kebijakafi) mensyaratkan kondisi
lingkungan eksternal yang kondusif.
6) Disposisi implementator

Disposisi implementater mencakup tiga hal penting, yaitu respon
implementator terhadap “Kkebijakan, yang akan mempengaruhi
kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi, yaitu pemahaman
terhadap, inténSita$ disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang
dimiliki “oleh” implementator. Van Meter dan Van Horn dalam
Agustinus(2006:162) mengungkapkan, bahwa sikap penerimaan ataupun
penolakan dari agen kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi
karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga
setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka
rasakan.tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat

mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu
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menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus
diselesaikan.

Suatu kebijakan mempengaruhi sikap agen pelaksana dan cara
melihat pengaruht itu terhadap kepentingan- kepentingan organisasinya
dan kepentngan- kepentingan pribadinya. Van meter dan Van Hom
menjelaskan  disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali
penyaringan (befiltered) lebih dulu melalui persepsi dari pelaksana
(implementor) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Elemen
respon terbagi tiga macam yang dapat mempengartchi kemampuan dan
kemauannya untuk melaksanakan suatukebijakan, pertama pengetahuan
(cognition), pemahaman dan ‘pendalaman (comprehension and
undersianding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah
menerima, netral atan menalak (acceptance, neutrality, and rejection),
dan ketiga intensitasiterliadap kebijakan.

Pemahaman<tefitang maksud umum dari suatu standar dan tujuan
kebijakan adalah penting. Karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan
yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (official), tidak
sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi
para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga
merupakan hal yang crucial. Implementators mungkin bisa jadi gagal dalam
melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi
tujuan suatu kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1974), sebaliknya,

penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan
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kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
kebijakan tersebut adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap
keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Meter dan Van
Homn, 1974). Pada akhimya, intensitas disposisi para pelaksana
(implementators) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan.
Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposist ini, akan bisa menyebabkan
gagalnya implementasi kebijakan.

Grindle dalam Nurharjadmo (2008:215-228) juga menyatakan bahwa
dalam model pendekatannya, implementasi ditertukan ‘oleh isi (content)
kebijakan dan konteks implementasinya.

1) Isi kebijakan, yang menunjuk pada muatan kebijakan yaitu sifat
kebijakan serta implikasinya..Vanabel-variabelnya adalah:

a) Interest affected, yang berkattan dengan berbagai kepentingan yang
mempengaruhi) swatu implementasi kebijakan. Indikator ini
berargurheén bahwa suatu kebijakan dalam implementasinya akan
melibatkan banyak kepentingan dan kepentingan tersebut akan
memberikan pengaruh.

b) Type of benefit, faktor ini berupaya untuk menunjukkan atau
menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa
jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan
oleh implementasi kebijakan. Kebijakan yang menjanjikan

keuntungan akan lebih mudah diimpiementasikan.
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c) Extent of change envisioned, setiap kebijakan mempunyai target
yang hendak dicapai. Semakin besar perubahan yang diharapkan dan
semakin panjang jangka pencapaiannya, semakin  sulit
implementasinya.

d) Site of decision making, semakin banyak pusat-pusat pengambilan
keputusan yang terlibat dan semakin jauh jaraknya antara satu dan
lainnya, baik secara geografis ataupun organisasional, semakin sulit
kebijakan ditaksanakan.

e) Program implementer (pelaksana program). K¢berhasilan program
ditentukan oleh derajat kapasitas,” dedikasi, dan komitmen dari
pelaksana program yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan.

/) Resources committed (sumberdaya yang dibutuhkan). Semakin
banyak sumberdaya \ yang dibutuhkan uniuk menunjang
implementasi” Jkebijakan semakin sulit kebijakan tersebut
dilaksanakan,

2) Konteks implementasi, yang dapat dipilah menjadi:

a) \Power, interest, and strategy of actors involved. Dalam
implementasi suatu kebijakan, perlu diperhitungkan puta kekuatan
dan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para
aktor yang terlibat. Interaksinya akan mempengaruhi proses dan
hasil implementasi kebijakan.

b) Institution and regime characteristics. Kebijakan publik

dilaksanakan dalam suatu sistem politik dan sistem ekonomi tertentu.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



32
13/40971.pdf

Lembaga pelaksana juga mempunyai karaktenstik tertentu yang
bervariasi dalam hal tingkat profesionalisme, mist, orientasi dan
sebagainya. Semua ini berinteraksi membentuk lingkungan yang
juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.
¢) Compliance and responsiveness, yakni kepatuhan dan daya tanggap
dari pelaksana. Yang harus dilihat adalah bagaimana para aparat
pelaksana mau dan mampu memahami tuntutan masyarakat, peka
terhadap ketidakpuasan yang berkembang dan hermsaha melakukan
penyesuaian terhadap perkembangan tuntufan ndsyarakat.
Setanjutnya ada model Edward yang méngidentifikast empat faktor
yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keempat faktor
tersebut adalah :

1) Komunikasi (communication) sebagai sarana pcnyampéian ketepatan
ukuran dan tujuan’Kebijakan, vang harus dipahami settap individu yang
bertanggung jawalf dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2) Sumber_daya” (resources) dengan komponen meliputi jumlah staf,
keahlian petaksana, informasi terkait tatacara impleraentasi, serta fasilita
lain seperti dana dan sarana prasarana.

3) Sikap (dispotition/ attitude} yang terkait dengan kesadaran pelaksana,
petunjuk atau arahan pelaksana dalam merespon program ke arah
penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon tersebut.

4) Struktur birokrasi (bureaucratic structure) adalah karakteristik, norma-

norma dan pola-pola hubungan yang terjadi beruiang-ulang dalam
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lembaga-lembaga eksekutif yang mempunyai hubungan potensial dan
nyata dalam implementasi kebijakan tersebut.
Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengklasifikasikan proses
implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu :
1) Variabel independen,

Variabel independen ini merupakan mudah tidaknya masalah
dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis
pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan® seperfi apa yang
dikehendaki.

2) Variabel intervening,

Variabel intervening diartikan” sebagar kebijakan untuk
menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan
konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber
dana, keterpaduan’hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana
dari lembaga ‘pelaksanaan, dan perckrutan pejabat pelaksana yang
memiliki‘keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yeng
mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator
kondist sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan
risorsis konsituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, seta komitmen
dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3) Variabel dependen,
Variabel dependen ini merupakan tahapan dalam proses

implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari
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pemahaman, kepatuhan objek, hasii yata,,penerimaan hasil nyata,dan

dan tahapan yang mengarah padarev  atas kebijakan yang dibuat.

b. Model implementasi yang digunakan

Model atau kerangka pemik. .2 tertentu akan memperudah
pemahaman sebuah implementasi ket xan. Model akan memberikan
gambaran secara lengkap mengenai sua::  bjek, situasi atau proses. Tujuan
penggunaan model adalah untuk mema' 1i kenyataan atau realita dengan
jalan mengorganisasi atau menyederh: .annya. (Winardi'dalam Sitorus
2007:44-59) Model yang berbentuk dia . n sepefti terdapat dalam gambar
2.5. di bawah int oleh Van Meter dar ‘an“flofn dalam Riant Nugroho
(2003:168) akan memberikan kemud: \1 pemahaman terhadap proses

implementasi kebijakan publik beserta.cl” nengevaluasinya.

Standar dan Alktivitagimplemen.  dan
tujuan T * Komunikasi aptar o, isasi
T .
. Kinerja
Karakteristik [ kebijakan
dari agen Publik
Kebijakan Pelaksana/ Kecenderungan
Publik implementor [ 1 (Disposition)dari
Plaksana B
fimplementor
4
/ i

Kondisi ekonomi,
sosial dan politik >

Y

Sumber daya

| o
Gambar 2.5. Model Implementasi Kebijakan ;. urut Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan

secara linier dari kebijakan publik, impl:mentator, dan kinerja kebijakan
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publik dengan memasukkan  beberapa variabel yang mempengaruhi
kebijakan publik. Model pendekatan yang akan dipakai sebagai pedoman
dalam penelitian ini adalah model Van Horn dan Van Meter yang lebih
mengacu pada bagaimana kebijakan berlangsung disesuaikan dengan kondisi
di lapangan. Variabel-variabel yang akan digunakan dalam proses
implementasi terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya,
hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial,
politik, dan ekonomi, serta disposisi implementator (Subacseno,2006:99)

B. Kerangka Berpikir, dan Definisi Konsep, dan Qpérasional

1. Kerangka berpikir

Program kebijakan JKBS yang ada di Kabupaten Bangka Selatan
merupakan implementasi kebijakan .pelayanan kesehatan yang dilakukan
pemerintah dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, cleh
karena itu datam pénglitian ini akan dilibat bagaimana implementasi
kebijakan JKBS, “dait” hambatan - hambatan  yang ditemut dalam
implementasi kebijakan JKBS tersebut.

Pendékatan vang dilakukan untuk melihat hal tersebut adatah dengan
mienerapkan model Van Meter dan Van Horn. Alasan memilih model ini
adatah karena model Van Horn dan Van Meter yang lebih mengacu pada
bagaimana suatu kebijakan berlangsung disesuaikan dengan kondisi di
lapangan, dan dengan menggunakan modei tersebut dapat meningkatkan
keselarasan antara kebijakan dan kemajuan implementasi kebijakan. Model

ini juga mengandaikan bahwa implementas kebijakan berjalan secara linier
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dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik. Untuk

mempermudah pemahaman secara konseptual penelitian ini disajikan pada

Gambar 2.6.

PROGRAM JKBS

k4

Hambatan-hambatan:

b

Implementasi Kebijakan:
»| |- Standar dan sasaran kebijakan

2. Sumber daya
3.Komunikasi antara organisasi

dan pengukuhan aktivitas

Upaya
mempertahankan atau
meningkatkan kinerja
implementasi

h

mempertahankan
kineria

Upaya

YA

4, Karakteristik komunikasi
antar organisasi

5.Kondisi sosial, ekonomi dan
politik

6. Sikap pelaksana;

Kinerja

Bagaimana cara —

memperbaiki Bagaimana
. kinerja 1 mencari
implementasi solusinya

Impleme
ntasi

kebijakan
berhasil?

TIDAK

Gambar 2.6. Kerangka Berpikir Implementasi Kebijakan JKBS

2. DefinisiKonsep

Implementas
i Kebijgkan:

Program
JKBS
berjalan
dengan baik

JKBS di Kabupaten Bangka Selatan merupakan implementasi kebijakan

pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam implementasi

kebijakan JKBS adalah dengan menerapkan model menurut Van Meter dan Van

Horn, yaitu :

a) Standar dan sasaran kebijakan ,

b) Sumber daya,
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¢) Komunikasi antara organisasi dan pengukuhan aktivitas,

d) Karakteristik komunikasi antar organisast,

¢) Kondisi sosial, ekonomi dan politik dan

f) Sikap pelaksana,

Dengan menggunakan model tersebut, dapat meningkatkan kesclarasan antara
kebijakan dan kemajuan implementasi kebtjakan.

Hambatan- hambatan yang ada dalam implementasi kebijakan dilihat dari
sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai
kelemahan yang merupakan hambatan dalam implementasi kebijakan, dengan
menerapkan pendekatan yang dilakukan, dan dengan melihat hambatan- hambatan
vang ada dalam implementasi kebijakan akan didapat suatu kinerja implementasi
kebijakan yang baik dan efisien.

3. Definisi Operasional
a. Jaminan Kesehatan Bangka Selatan
JKBS di KabupaténBangka Selatan merupakan bentuk jaminan sosiul
kesehatan yang pe¢mbiaydannya dijamin oleh pemerintah daerah dengan
tujuan untuk«teningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada
seluruh masyarakat.
b. Implementasi Kebijakan
Menurut Van Meter dan van Homn, ada 6 variabel yang dapat
meningkatkan keselarasan antara kebijakan dan kemajuan implementasi
kebijakan. Variabel- variabel tersebut adalah:
1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat

direalisir, apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi
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muiti interpretasi dan mudah menibulkan konflik di antara para agen
implementasi.
2) Sumber daya

Implementasi kebijakan perfu dukungan sumber daya, baik sumber
daya manusia maupun sumber daya non manusia yang terdiri dari dana dan
fasilitas lainnya.
3) Hubungan antar organisasi

Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan
instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dam kerjasama antar instansi
bagi keberhasilan suatu program.
4) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana anencakup struktur birokrast, norma-
norma dan pola- pola hubungan'yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya
akan mempengaruhi ipipleméntasi suatu program.
5) Kondisi sosialjpélitik, dan ekonomi

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi mencckup sumberdaya ekonomi
lingkungan, ~yang dapat mendukung keberhsilan implementasi kebijakan,
sejauh mana kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi
implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung, atau
menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah
elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementator
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Disposisi implementator mencakup tiga hal penting, yaitu respon
implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya
untuk melaksanakan kebijakan, kognisi, yaitu pemahaman terhadap,
intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh
implementator.(Subarsono, 2006:99)

¢. Kinerja JKBS

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksana suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang daldm'sirategic planning suatu
organisasi. Kriteria keberhasilan kinerja berupa fujuan atau target- target yang
hendak dicapai. Kinerja implementasi kebijakan akan ditentukan oleh tingkat
kepatuhan dalam melaksanakan, kébijakan tersebut, schingga suatu
implementasi kebijakan akah, memberikan hasil yang baik apabila kebijakan

diimplementasikan seCara penuh.(Sopian Effendi, 2001)
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dan menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian eksploratif merupakan penelitian
penjajakan karena pengetahuan peneliti mengenai objek masih sedikit, belum
mendalam dan menyeluruh. Penelitian penjajakan juga merupakan penelitian
yang masih terbuka dan mencari segala hal yang sesuai déngan’maksud tujuan
penelitian, Penelitian deskriptif dimaksudkan unfukmendeskripsikan realitas
sosial terkait dengan masalah yang dirumuskin/yang diperoleh dari penelitian
penjajakan  tersebut dengan menerapkan ~ konsep-konsep yang sudah
dikembangkan oleh ilmuwan-i‘inuwan\sosial (Singarimbun dan Effendi, 1991:4).

Sudirman (2000) mesyatakan bahwa, analisis data dalam penelitian ini
menggunakan teknik analiSis deskriptif kuaiitatif, yaitu suatu analisis dengan
tidak menggunakat-instrament statistik. Data - data yang dihimpun baik data
primer maupursekander, selanjutnya disusun, dianalisis dan diinterpretasikan,
untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan, Analisis deskriptif yaitu suatu yang
cermat terhadap fenomena sosial tertentu, peneliti mengembangkan konsep dan
menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesis. Surachmad {1994) juga
menjelaskan penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada
pada masa sekarang, schingga penelitian deskriptif ditujukan guna pemecahan
masalah dengan mendeskripsikan identifikasi masalah, data-data yang dihimpun

dianalisa dan diinterpretasikan.
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Mardalis (1990) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif tidak
menggunakan hipotesa atau tidak menguji hipotesa melainkan hanya
mendiskripsikan apa adanya dengan variabel-variabel yang diteliti. Pendapat
lain tentang penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan
untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema,
gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada
saat penelitian dilakukan. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (Moleong
2005 : 4) mengemukakan bahwa penclitian kualitatif yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari”orang-orang dan prilaku
yang diamati. Penelitian kualitatif juga /mempunyai desain penelitian
sementara yang berkembang di lapangan dan menganalisis data dengan cara
induksi. Menurut Moleong (2003:11).penelitian deskriptif adalah peneltian
berisi kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data tersebut
mungkin berasal darifaskali - wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape
recorder, dokumen pribiadi, catatan atau memo dar dokumen resmi lainunya.

Dengan ~demikian, metode deskriptif yang digunakan dalam
penelitian/ ini adalah metode yang berusaha menggambarkan atau
mendeskripsikan kcadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, iembaga,
masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
mengemukakan gejala-gejala sesuai dengan aspek yang diteliti.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka
untuk mencapai derajat keilmiahan data, peneliti melakukan iuji keabsahan

data. Moleong (2000) dan Nasution (1990) menyatakan bahwa ada 4 (empat)
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kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu :

credibility, transferability, dependability, confirmability

1. Credibility
Pencrapan konsep derajad kepercayaan ini berfungsi untuk melaksanakan
inquiry sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya
dapat dicapai. Selain itu berfungsi untuk mempertunjukkan derajat
kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti
pada kenyataan ganda yang sedang diteliti dengan jalan-me¢mperpanjang |
masa observasi, melakukan peer debriefing {hasil”Kajian didiskusikan
dengan orang lain agar mendapatkan kritik dan saran), triangulasi (untuk
mengecek kebenaran), member check, (mengecek ulang garis besar
berbagai hal yang telah disampaikaifinforman). Triangulasi adalah tehnik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar
data itu untuk keperluafi pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
data tersebut (Moleong, 2000 :178). Triangulasi dalam penelitian ini
adalah metede atau cara pengumpulan data ganda yang antara lain berupa
: pengainatan, wawancara dan analisis dokumen. Untuk memperoleh data
dilakukan dengan pengamatan dan wawancara dengan para informan
sesuai dengan rumusan masaiah penelitian. Data-data yang diperoleh dari
hasil pengamatan dan wawancara dicocokkan dengan dokumen-dokumen
yang di dapat, Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini selain
menggunakan triangulasi metode juga menggunakan triangulasi sumber,

Triangulasi sumber dilakukan dengan meminta penjelasan berulang
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kepada informan mengenai informasi yang telah diberikannya untuk
mengetahui  keabsahan atau ketegasan informasinya dalam suatu
wawancara tambahan. Selain itu keterangan dari informan lain untuk
mengetahui derajat kepercayaan informan tersebut,

2. Transferability
Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara
konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan ketéralihan tersebut
peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data\kejadian empiris
dalam konteks yang sama.

3. Dependability
Kebergantungan dan kepastian untuk meéngecek serta memastikan hasil
penclitian ini benar atau salahi;~ peneliti akan mendiskusikan dengan
pembimbing secara setahap, démi setahap, mengenai konsep-konsep yang
dihasilkan dilapangan setelah hasil penelitian dianggap benar, kemudian
diadakan seminar” tertutup dan terbuka dengan mengundang teman
sejawat dan pembimbing.

4. Confirmability
Dalam penelitian kualitatif. uji konfirmability mirip dengan uji
dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan,
Menguj: konfirmability berarti menguji hasil penelitian. dikaitkan dengan
proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dart proses

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi
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standar konfirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada,

tetapi hasilnya ada.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini melihat implementasi program kebijakan Jaminan
Kesehatan Bangka Selatan (JKBS) di Kabupaten Bangka Selatan . Sesuai dengan
kerangka pikir yang telah disusun sebelumnya maka dalam penelitian ini terdapat
beberapa fokus penelitian, yakni :

1. Melihat bagaimana implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Bangka
Selatan (JKBS) di Kabupaten Bangka Selatan.
2. Melihat bagaimana hambatan- hambatan/4ang.dalam implementasi kebijakan

Jaminan Keschatan Bangka Selatan.
C. Tempat, Waktu dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi
Kepulavan Bangka ‘Belitang dengan mengambil lokasi di Kantor Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan, RSUD Bangka Selatan, puskesmas di
Kabupaten Bafigka Selatan beserta jaringan. Waktu penelitian dilaksanakan pada
bulan Mei sampai Juli 2012, yang meliputi persiapan, pengumpulan data dan
analisis serta penyusunan laporan hasil. Sumber data yang dipakai dalam
penelitian ini diperoleh dari informan kunci ini terdiri dari Bupati Bangka
Selatan, Kepala Dinas Kesehatan, UPT (Unit Pelaksana Teknis) JKBS, Rumah

Sakit Umum Daerah Bangka Selatan, puskesmas dan jajarannya, tokoh
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masyarakat dan masyarakat sebagai peserta JKBS. Adapun informan kunci yang

diwawancara dapat dilihat datam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Daftar Nama Sumber Informasi

Informan Inisial Nama Jabatan/Instansi
| Bapak JHJ, SE Bupati Bangka Selatan
2 Bapak AS Ketua Komisi A DPRD Bangka Selatan

3 Bapak SA, SKM,MSi

Kepala Dinkes Kabupaten Bangka

Selatan
4 Bapak CR, SE Kepala UPT JKBS
5 Bapak dr. AL Direktur RSUD Bangka Sélatan
6 Bapak N7 Pimpinan Puskésras Toboali
7 Bapak AZ, SKM Pimpinan Puskesmas Payung
8 Bapak DN,SKM Pimpifian Pdskesmas Air Gegas
9 Bapak M ‘Tokeh Masyarakat Toboali
10 lIbu N Tokoh Masyarakat Air Gegas
11 Bapak H. Z Tokoh Masyarakat Payung

Sumber data'| lain’juga didapat dari dokumen anggaran, laporan

pelaksanaan kegiatan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan JKBS vyang

dikeluarkan\serta dokumen lain yang relevan. Peneliti juga melakukan

pengamatan atau observasi yang tidak terstruktur yaitu pada waku peneliti

mengunjungi dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas serta jaringan maka

peneliti juga mengamati aktifitas yang berkaitan dengan pelaksanaan JKBS

tersebut di tempat-tempat tersebut.
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D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan
wawancara terarah yang diajukan kepada aktor-aktor yang terlibat langsung
maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan JKBS ini. Wawancara ini

dilakukan dengan menggunakan rekaman , kamera, buku catatan dan alat tulis.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan, analisis deskriptif
kualitatif yaitu suatu analisis dengan tidak menggumakdn-instrumen statistik.
Analisis dilakukan hampir selalu bersamaanp “dénigan pengumpulan data;
kekurangan langsung dicari dari informar{ kunci dan dokumen di lapangan.
Analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan
penelitian. Tahapan prosedur pengolahan data dilakukan dengan menggunakan
langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data‘“mentah, yaitu _peneliti melakukan pengumpulan data
mentah melalui wawancara dan telaah dokumen.

2. Transkrip dafa, yaitu peneliti mengubah catatan maupun hasil rekaman
peneliti ke bentuk tulisan .

3. Pembuatan koding, yaitu peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah
ditranskrip dengan teliti. Pada bagian ini peneliti mengkode data yang telah

ditranskripkan berdasarkan variabel yang akan dibahas.
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4. Kategorisasi data. Setelah membuat koding, maka langkah selanjutnya
peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep
kunci dalam suatu besaran yang disebut kategort

5. Tahap berikutnya adalah melakukan proses check and recheck antara satu
sumber dengan sumber data lainnya. Proses ini bisa terjadi beberapa
kemungkinan, yaitu: satu sumber cocok dengan sumber lain, satu sumber
berbeda dengan sumber lain, tetapi tidak berarti harus bertentangan, dan satu
sumber sangat bertolak belakang dengan sumber lain.

6. Penyimpulan, kesimpulan dibuat setelah peneliti” meriganggap bahwa data

penelitian lengkap.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengambil fokus pada bagaimana implementasi Jaminan
Kesehatan Bangka Selatan (JKBS) di Kabupaten Bangka Selatan terkait dengan
bagaimana implementasi kebijakan beriangsung dan bagaimana hambatan-
hambatan dalam proses implementasi kebijakan JKBS. Berdasarkan tujuan yang
ingin dicapai dan pembahasan dalam penelitian ini maka Seeara rinci dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan standar dan sasaran kebijakan , maka dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan JKBS berhasil dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat
dari daya serap anggaram selama 5(lima) tahun terakhir dengan rata- rata
86,71%, kurang sedikit .dari target pencapaian program yang seharusnya
90%. Dilihat dafi /fjuan implementasi kebijakan JKBS adalah untuk
meningkatkan, dkses dan mutu pelayanan kesehatan kepada scluruh
masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang membutuhkan pelayanan
kesehatan agar tercipta derajat kesehatan yang optimal secara merata, efektif
dan efisien. Dalam kenyataan manfaat yang diterima masyarakat lebih besar
daripada kepentingan lain. sehingga membawa perubahan seperti penurunan
angka kematian dan kesakitan. Dari hasil pembahasan, sclama kebijakan
dilaksanakan. indikator- indikator kesehatan yang sensitif seperti AKI,

AKB, AKABA, Angka Kesakitan dan Status Gizi Masyarakat menurun,
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walaupun belum mengalami penurunan yang signifikan. Begitu juga halnya
dengan penyediaan sumber daya melalui pengalokasian pembiayaan,
rekruitmen tenaga dan penyediaan fasilitas melalui sistem fee for services..
Dalam hubungan antar organisasi, sebuah program implementasi perlu
dukungan dan koordinasi dengan instansi latn, schingga diperlukan
koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
Dari  karakteristik agen  pelaksana,  kebijakan JKBS  tetap
terimplementasikan, meskipun mengalami pergantian kepemimpinan, tetapi
lingkungan yang ada tidak terlalu berpengaruh karena dinas pelaksana yaitu
Dinas Kesehatan dan jaringannya tidak befubah " Sedangkan dari kondisi
sosial, politik, dan ekonomi , JKBS bersitat/sosial, tetapi tidak menyimpang
dari aturan vang ada. Dari segi ekefiomi, masyarakat tidak lagi memikirkan
lagi biaya untuk berobat<dan ‘dari segi politik, elite polittk mendukung
program JKBS yang, mienipakan implementasi dari kebijakan pemerintah
daerah Bangka‘ Sélatan, Dari disposisi implementator, kebijakan JKBS
dibuat dan “diraricang oleh penentu kebijakan, yaitu Dinas Kesehatan
sebagai ‘pelaksana atau pengelola kebijakan juga mempunyai stkap bahwa
JKBS adalah hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

2. Masyarakat belum memanfaatkan program tersebut secara maksimal, yan;
dikarenakan kurangnya sosialisi kepada masyarakat merupakan salah satu
hambatan- hambatan yang masih ditemui dalam implemantasi kebijakan
JKBS. Demikian juga halnya dengan Sumber daya manusia yang tersedia

hanya tenaga verivikator dan administrasi, sementara untuk kelancaran
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program dibutuhkan juga tenaga medis dan paramedis. Tagihan atau klaim
kadang dipermasalahkan juga oleh pelayanan JKBS karena sering
mengalami keterlambatan. Keterlambatan dalam pembayaran klaim ini
disebabkan oleh kesalahan administrasi dalam pencairan dana. Selain itu,
kurang informatifnya informasi- informasi yang seharusnya diketahui oleh
masyarakat, terutama peserta JKBS juga merupakan hambatan dalam
implementasi JKBS. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan
lainnya juga kurang berkoordinasi. Dan hambatan lainnya vang ditemui
adalah tidak tersedianya dana pendampingan. untuk masyrakat kurang

mampu, yang memerlukan pelayanan rujukan.
B. SARAN

Dari kesimpulan tersebut.di atas, saran yang dapat dipertimbangkan dalam
proses implementasi JKXBS alalah sebagai berikut:

I.  Upayakan kegiatap yang dapat mendukung utilisasi atau pemanfaatan JKBS
oleh  masydrakat, misalnya dengan lebih mengintensitkan kegiatan
sosialisasihJKBS kepada masyarakat.

2. Perbaharui kebijakan yang dirasakan masth kurang mendukung pencapaian
target kegiatan JKBS. Upayakan produk- produk kebijakan lain yang dapat
mendukung pencapaian target kegiatan JKBS. Sinergikan kebijakan JKBS
dengan program- program yang ada pada Dinas Kesehatan, sehingga antara
target pencapaian JKBS dengan target program- program yang lain bisa
berimbang (antara realisast kegiatan JKBS tidak diimbangt dengan

penurunan AK[,AKB,AKABA,BGM, dan Angka Kesakitan.
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3.  Sedangkan untuk menjamin pendanaan atau pembiayaan yang memadai
sebaiknya dengan menerapkan sistem perencanaan penganggaran kapitasi
yang sesuai kaidahnya sehingga tidak ada lagi penganggaran tambahan
yang menyebabkan beberapa pelayanan menjadi terhambat. Seperti
keterlambatan dalam pengklaiman yang kadang dipermasalahkan dalam
pelayanan JKBS. Perlu diadakan pelatihan maupun sosialisasi bagi tenaga
verivikator yang ada di masing- masing PPK, schingga keterlambatan dalam
pembayaran klaim yang disebabkan oleh kesalahan | administrasi dalam
pencairan dana bisa teratasi.

4.  Sebagai agen pelaksana kebijakan, Dinas{ Kesehatan Kabupaten bangka
Selatan, harus lebih menggiatkan kegiatanvyang bersifat sosialisasi tentang
JKBS, sehingga hambatan kurang) informatifnya infonnasi- informasi
tentang JKBS dapat tertanggulangi.

5. Untuk lebih mengatasi hambatan kurang koordinasinya berbagai unit
pelayanan yang ierkdit satu dengan lainnya yang berakibat sering terjadi
tumpang «tindih " ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi
pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait, perlu ditetapkan
prosedur tetap ataupun petunjuk pelaksanaan JKBS yang lebih jelas dan
tepat.

6. Diharapkan juga diangparkan dana uvntuk pendamping pasien dengan
rujukan, schingga akan lebih memudahkan keluarga atau pendamping

pasien untuk turut mendampingi keluarganya yang sakit.
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PEDOMAN WAWANCARA

Pedomen wawancara ini sebagai panduan yang akan digunakan

untuk memperoleh informasi dari informan. Dalam pedoman ini memuat

pertanyaan- pertanyaan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan

Jaminan Kesehatan Bangka Selatan, dan hambatan- hambatan dalam

implementasi kebijakan Jaminan Keschatan Bangka Selatan, Pertanyaan

wawancara ini akan ditujukan kepada ;

Tabel3.1

Daftar Nama/Sumber Informasi

No Inisial Nama Jabatan/Instansi
1 Bapak JHJ, SE Biupan Bangka Selatan
2  Bapak AS Ketua Komisi A DPRD Bangka Selatan
3 Bapak SA, SKMMS] Kepaia Dinkes Kabupaten Bangka Selatan
4  Bapak CR,SE Plh. Kepala UPT JKBS
5 Bapakdn AL Direktur RSUD Bangka Selatan
6  BapakK'NZ Pimpinan Puskesmas Toboali
7  Bapak AZ, SKM Pimpinan Puskesmas Payung
8  Bapak DN,SKM Pimpinan Puskesmas Air Gegas
9  Bapak M Tokoh Masyarakat Toboali
10 IbuN Tokoh Masyarakat Air Gegas
11 Bapak H.Z Tokoh Masyarakat Pavung
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Adapun pokok - pokok pertanyaan wawancara yang berhubungan

dengan implementast kebijakan JKBS adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologis implementasi kebijakan JKBS?

2. Bagaimana Implementasi Kebijakan JKBS dilihat dari standar dan sasaran
kebijakan?

3. Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari sumber daya vyang
tersedia?

4. Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dag\ Komiunikasi antara
organtsasi dan pengukuhan aktivitas?

5. Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat'dan karakteristik komunikasi
antar organisasi?

6. Bagaimana lmplementasi kebijakan dilihat dari kondisi sosial, ekoromi
dan politik?

7. Bagatmana Implefnentasi kebijakan dilihat dari sikap pelaksana?

Sedangkan pokok — pokok pertanyaan yang berhubungan dengan
hambatan<hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah:

1. Bagaimana pendapat para implementator/ pemberi pelayanan dan
masyarakat terhadap hambatan sumber daya dalam implementasi
kebijakan JKBS?

2. Bagaimana pendapat para implementator/ pemberi pelayanan dan

masyarakat terhadap kurang informativnya informasi yang seharusnya
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disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada
masyarakat?

3. Bagaimana pendapat para implementator/ pemberi pelayanan dan
masyarakat terhadap kurang koordinasinya unit pelayanan yang terkait
satu dengan lainnya?

4. Bagaimana pendapat para implementator/ pemberi pelayanan dan

masyarakat terhadap keterlambatan pembayaran klaim?
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HASIL WAWANCARA
Hari Rabu
Tanggal 30 Met 2012
Pukul 09.15 WIB
Tempat Ruang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan

Narasumber . SA, SKM, MSi

Tanya: Bagaimana kronologis implementasi kebijakan JKBS?

Jawab: Pada saat itu awal mulanya di Propinsi kita baru Kabupaten Bangka yang
sudah mulai jaminan kesehatan . Di Kabupaten Bangka waktu itQ jtu sudah bisa
dengan PAD yang pada awalny hanya diperuntukkan\ untak pertolongan
persalinan dan pelayanan kesehatan di daerah tertentu . yang kemudian
dikembangkan menjadi jaminan kesehatan untuk masyarakat dengan pelayanan
yang lebih luas, baik pelayanan Rawat Inap maupri’Rawat Jalan. Berdasarkan
latar belakang itu, Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk memikirkan untuk
mengadopsi sistem jaminan kesehatan SepintinSedulang (JKSS), yang pada sudah
diterapkan di Kabupaten Bangka.

Tanya: Bagaimana Implementasi Kebijakan JKBS dilihat dari standar dan
sasaran kebijakan?

Jawab: Kalau dilihat dani staridarnya va................. kita melihat dari tujuannnya,
JKBS itu sifatnya nyata denigan latar belakang kehidupan sosial budaya kita.
Kalau misalnya terlaly 1dealis ya...susah untuk diiaksanakan. Jadi sitatnya
menyesuaikanlah dengan keadaan masyarakat Bangka Selatan....

Tanya: Bagaimana [mplementasi kebijakan dilihat dari sumber daya yang
tersedia?

Jawab; Sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan JKBS sudah cukup memadai.
Sumber daya manusia sudah terlatih semua, yang terdiri dari pengelola di UPT
JKBS dan yang ditempatkan di masing- masing Puskesmas dan Rumah Sakit
Umum Daerah Banga Selatan. Selain sumber daya manusianya, kita juga punya
dana APBD yang setiap tanhunnya meningkat anggarannya disesuaikan dengan
hasil evaluast tiap akhir tahun.

Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari komunikasi antara
organisast dan pengukuhan aktivitas?
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Jawab: Kalau komunikasi sudah berjalan, namun dalam aplikasinya ya...masih
kurang. Misalnya .... keterlambatan dari para verivikator di Puskesmas ataupun di
Rumah Sakit dalam menyelesaikan administrasinya, dan juga kurangnya skilt dari
para petugas JKBS yang ditempatkan di masing- masing PPK

Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari karakteristik komunikasi
antar organisasi?

Jawab: Kalau dilihat dari karakteristiknya ya... tergantung pada kebijakan itu
sendiri, kalau JKBS ini kan yang menjalankan atau yang melaksanakan pelayanan
adalah mereka- mereka yang ada di PPK. Dan kalau dari hasit evaluasinya udah
sesuailah dengan situasi dan kondisi masyarakat Bangka Selatan

Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari kondisi\Sosial, ekonomi
dan politik?

Jawab: Kalau dilihat dari segi sosialnya ya,... waldupun JKBS bersifat sosial,
tetapi tidak menyimpang dari aturan. Jadi semuany(sesuai‘dengan aturan yang ada.
Dan dari segi ekonomi, tentunya dengan JKBS¢masyarakat tidak lagi memikirkan
lagi biaya untuk berobat. Nah ....kalau ddri, segt politiknya, sdah pasti, JKBS
kental dengan nuansa politik karena setiap kepala daerah tentunya akan selalu
berusaha mencuri hati rakyat salah satunya’ya dengan membebaskan biaya untuk
kesehatan.

Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari sikap pelaksana?

Jawab: Kebijakan JKBSitu dibuat dan dirancang olch penentu kebijakan, dan
kami sebagai pelaksand atat pengelola kebijakan juga mempunyai stkap bahwa
kegiatan ini ini adalah hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Dan kami
selalu berharap-agar kebijakan ini berhasil sesuai dengan yang diharapkan

Tanya: Bagaimana pendapat Bapak terhadap kurang informativnya informasi
yang scharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak
sampai kepada masyarakat?

Jawab: Kurang informatifnya informasi itu sebenamya tidak selalu benar karena
setiap ada perubahan dalam juklak maupun juknis selalu disosialisasikan kepada
masyarakat, baik melalui pejabat pada tingkat kecamatan, desa, begitu juga
dengan para petugas pelayanan di masing- masing PPK yang semestinya langsung
disosialisasikan juga kepada masyarakat. Karena tidak mungkin langsung tefjun
ke masyarakat
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Tanya: Bagaimana pendapat Bapak terhadap kurang koordinasinya unit
pelayanan yang terkait satu dengan lainnya?

Jawab: Masalah itu sebenarnya sudah kami antisipasi sebelumnya. Setiap PPK
dan rumah sakit rujukan , kami sudah tempatkan petugas JKBS yang akan
membantu melayani masalah- masalah yang mungkin timbul di masing- masing
PPK dan Rumah Sakit Rujukan

Tanya: Bagaimana pendapat Bapak terhadap keterlambatan pembayaran klaim?
Jawab: Selama ini, masalah keterlambatan klaim biasanya karena masalah
administrasinya. Untuk itu pada masing-masing PPK kami sudah siapkan
verivikator guna membantu proses pengklaiman, biar cepat selesai dan tidak perlu
repot- repot ke UPT JKBS, biar tim verifikatornya yang ke UPTJKRS
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HASIL WAWANCARA
Hari : Rabu
Tanggal 130 Mei 2012
Pukul :11.00 WIB
Tempat : UPT JKBS Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan

Narasumber : CR, SKM

Tanya: Bagaimana Implementasi Kebijakan JKBS dilihat dari standar dan
sasaran kebijakan?

Jawab: Kalau untuk mengukur standar kebijakan dari JKBS iniapakah sesuai
dengan standar ya....kita setiap tahunnya melakukan evaluasi dari pelaksanaan
JKBS tersebut, juga kita tetap mempelajari juklak yang sudah-ada dan tentunya
memperbaharui juklak dengan melakukan penambahariataupin pengurangan dari
beberapa item, yang kita harapkan pastinya harus lebihbaik dari yang lama.”

Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilitiaf dari sumber daya yang
tersedia?

Jawab: Kalau sumber daya manusianyaudah’cukup, baik yang di UPT maupun
di Puskesmas dan Rumah Sakit. Yang.seémuanya ditunjang dengan honor yang
dibayarkan tiap bulan demi ufituk' kélancaran. Maklumlah.....kita kan dak
mungkin mempekerjakan sescorang tanpa memikirkan kesejahteaan mereka.
Tentunya semuanya dilakukan™ untuk memperlancar kegiatan JKBS itu sendiri.
Dan untuk memperkecil «emungkinan terjadinya masalah terkait dengan kondisi
letak pengambilan keputusan” dengan berbagai PPK ini maka JKBS juga telah
menempatkan beberapa‘efang verifikator di berbagai PPK terutama di rumah sakit
rujukan. Hal tersebut-setidaknya menjadi solusi jika dipertukan penjelasan yang
dibutuhkan masyarakat atau PPK rujukan.

Tanya: Bagaimiana Implementasi kebijakan dilihat dari komunikasi antara
organisasi dan pengukuhan aktivitas?

Jawab: Kalau komunikasi ya...lancar, semuanya sudah sesuai dengan
prosedurnya. Dalam prosesnya, komunikasi antar pengelola di UPT JKBS dengan
pengelola yang ada di masing- masing PPK. Cuma mungkin untuk daerah- daerah
yang jauh misalnya Pulau Pongok memang agek sulit, tetapi semuanya bisa
dratasi dengan baik,

Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari karakteristik komunikasi
antar organisasi?

Jawab: Kalau dari kami pengelola JKBS, nggak ada masalah ya dalam
pelaksanaanya JKBS, karena semua kegiatan sudah sesuai dengan prosedur kerja
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kami, yang semuanya disesuaikan dengan situasi di Bangka Selatan, tidak ada
tekanan- tekanan khusus baik dari atasan maupun pihak- pihak lain.”

Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari kondisi sosial, ekonomi
dan politik?

Jawab: JKBS mi bersifat sosial yang tentunya tidak boleh menyimpang dari
aturan yang ada. Tetapi yang diharapkan oleh masyarakat kadang tidak sesuai
dengan aturan yang ada. Misalnya , kalau ada pasien dirujuk ke Jakarta, hanya
biaya berobatnya yang ditanggung, yang diharapkan oleh masyarakat tidak hanya
sekedar itu, tetapi keluarga yang mendampingi juga membutuhkan biaya
pendampingan. Untuk itu JKBS bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk
menanggulangi hal- hal tersebut.”

Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari sikap pelaksana?

Jawab: JKBS ini mulai digulirkan tahun 2008, dan tentunyd dengan harapan
setiap tahunnya akan mengalami perubahan ke arah “yang lebih baik. Tetapi
masyarakat kadang masih belum mengerti semuany4, Dan ini akan memicu kita
sebagai pengelola untuk lebih memahami apd yang” benar- benar menjadi
kebutuhan mereka. Kalau kita sih.....berharap/program ini akan lebih baik dari
tahun sebelumnya, dan kami akan berusaha mefnbenahi kebijakan ini biar ke
depan lebih baik lagi.”

Tanya: Bagaimana pendapat bapak-terthadap kurang informativnya informasi
yang seharusnya disampaikan képada masyarakat, lambat atau bahkan tidak
sampai kepada masyarakat?

Jawab: Kalau masalah ktirang/informatifnya informasi kepada masyarakat itu
ya....sebenamya sosialisasi JKBS itu sudah sering dilakukan, baik secara
langsung maupun melalui~petugas- petugas di masing- masing PPK. Tetapi
ya...namanya masyarakat kan tidak semuanya penerimaannya sama. Ada yang
mudah mengerti, dan” mudah menerimanya, ada yang tidak. Dan kami tetap
berusaha mensesialisasikan terus, terutama untuk hal- hal yang baru.”

Tanya: Bagdimana pendapat bapak terhadap keterlambatan pembayaran klaim?

Jawab: Kalau keterlambatan klaim biasanya karena proses administrasi. Dan
yang sering terlambat biasanya pada triwulan I, karena biasanya menunggu
anggaran di sahkan.
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HASIL WAWANCARA
Hari : Senin
Tanggal 225 Juni 2012
Pukul :09.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Puskesmas Air Gegas

Narasumber  : DN, SKM

Tanya; Bagaimana kronoltogis implementasi kebijakan JKBS?

Jawab: Kebetulan waktu itu saya masih bertugas di Dinas Kesehatan Bangka Selatan
dan memegang program jaminan kesehatan yang dikelola PT ASKES, Sebenarnya kalau
dilihat dari sejarahnya ya, ini kan kaitannya dengan kunjungan DRinas Kesehatan Bangka
Selatan waktu itu, ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka , uhtuk mempelajari JKSS.
Setelah mempelajari Program JKSS tersebut, Kepala Dinas dan Bupati waktu itu
membahas bagaimana kalau program JKSS itu bisa diadopsi’ dandilakukan di Kabupaten
Bangka Selatan. Dan pada awal 2008 diadopsilah prdgram JKSS di kabupaten Bangka
Selatan dengan nama Jaminan Keschatan Junjung Bésaoh?’,

Tanya: DBagaimana Implementasi Kebijakan” JKBS dilihat dari standar dan
sasaran kebijakan?

Jawab: Kalau standar dari JKBS%itu ya bisa dilihat dari pelaksanaan kegiatan itu
sendiri. Bisa berhasil, bisa juga tidak, karena semvanya tergantung kebijakan dari
para pembuat keputusan itu serdiri.”

Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari sumber daya yang
tersedia?

Jawab: Seberiartiya‘begini, kalau prinsip daripada JKBS ini adalah fee for
service, beda, bukdr sistem kapitasi seperti dianut oleh sistem jaminan kesehatan
yang lain Sepefti‘Askes. Jadi kalau kita melayani, baru diklaim. Kita mengajukan
klaim ini ke JKBS yang di Dinas Kesehatan. Jadi sebenarnya kami ini hanya
Pelaksana Teknis-nya, jadi semua anggaran itu adanya di dinas. Kalau sudah
penggunaan dana itu, ada juga ketentuannya sesuai dengan juklak yang ada,
biasanya disesuaikan dengan perda retribusi kesehatan. Terbagi atas jasa medis,
Jasa tindakan dan barang habis pakai juga obat- obatan. Semua biaya itu
ditanggung oleh pemerintah daerah dalam hal ini biaya untuk JKBS ini. Kita
hanya melakukan rekapitulasi, di dalam satu bulan itu berapa tindakan yang kita
lakukan, berapa jumiah pasien yang berobat, berapa pemeriksaan kesehatan,
berapa di klinik sanitasi, klinik gizi, tindakan imunisasi, itu kita rekap, kita ajukan
klaim ke dinas keschatan, nanti dinas kesehatan akan mengembalikan dana kiaim
itu ke puskesmas. Di Puskemas pengembalian klain baru dikelola oleh
puskesmas.
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Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari karakteristik komunikasi
antar organisasi?

Jawab: Kalau itu tergantung pada para pejabat pengelolanya. Kalau idealnya kan
harus banyak berpithak pada masyarakat dan juga harus disesuaikan dengan Juas
wilayah masing-masing Puskesmas.”

Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari kondisi sosial, ekonomi
dan politik?

Jawab: Tya pasti semuanya tidak bisa terlepas dari namanya politik, kalau dart
segi sosial dan nekonomi memang JKBS sudah sangat- sangat membantu
masyarakat.

Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari sikap pelaksana?

Jawab: Kalau kami sebagai pelaksana JKBS di Puskesmas,.juga merasakan
permasalahan dan persoalan dari para penentu kebijakah tetgantung sebagai
pelaksana JKBS kami juga menerima apa yang menjadi keputusan atasan. Toh
semuanya demi keschatan masyarakat di Bangka Selatan.”
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HASIL WAWANCARA
Hari : Sabtu
Tanggal : 16 Juni 2012
Pukul : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Kepala Puskesmas Payung

Narasumber :AZ, SKM

Tanya: Bagaimana Implementasi Kebijakan JKBS dilihat dari standar dan
sasaran kebijakan?

Jawab: Menurut saya , apakah Kebijakan JKBS sesuai standar\atau tidak sesuai
standar ya tergantung oleh pejabat yang mengelolanya, mengértiatau tidak tujuan
dari JKBS yang sebenarnya

Tanya: Bagaimana Implementas: kebijakan dilihat. daf1 kondisi sosial, ekonomi
dan politik?

Jawab: JKBS memang membantu masyatakat/dari segi sosial dan ekonomi.
Kalau dari segi politiknya, ya...... memang semuanya tidak bisa lepas dari yang
namanya politik

Tanya: Bagaimana ImplementasiKebijaian dilihat dan sikap pelaksana?

Jawab: Kalau kam:i selalu beérusaha melaksarakan JKXBS dengan baik, sehingga
program ini akan berhasilydengan baik, tetapi semuanya tergantung mereka-
meraka y di atas, yang tenbinyd juga sangat mengharapkan JKBS ini sukses dalam
pelaksanaanya

Tanya: Bagaimana pendapat bapak terhadap kurang informativnya informasi
yang scharusihya-disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak
sampai kepadaymasyarakat?

Jawab: Kurang informatifnya informasi kalau di sini mungkin nggak ya, karena kalau
ada perubahan aturannya, langsung kami sosialisasikan kepada pasien- pasien yang dating
ke Puskesmas,, dan juga kami sosialisasikan kepada petugas- petugas di jajaran
Puskesmas baik di pustu maupun poskesdes/ polindes, untuk kemudian disosialisasikan
kepada masyarakat.

Tanya; Bagaimana pendapat bapak terhadap keterlambatan pembayaran klaim?

Jawab: Kalau keterlambatan klaim , itu masalah di setiap PPK pasti itu yang jadi
masalahnya. Dan karena kami selalu berusaha secepatnya menyampaikan ke
bagian JKBS untuk segera dirckap dan diverifikasi. Walaupun kenyataannya
memang selalu terlambat pencairannya klaimnya.
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HASIL WAWANCARA

Hari : Jum’at

Tanggal : 29 Juni 2012

Pukul - 08.30 WIB

Tempat : Ruang Kepala Puskesmas Toboali

Narasumber :NZ

Tanya: Bagaimana bapak terhadap kurang informativnya informasi yang
scharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai
kepada masyarakat?

Jawab: Kalau kurang informatifnya informasi memang kadang- kadang ada juga. Tetapi
tergantung penerimaan masyarakatiah gimana. Soalnya kami \(selalu berusaha
mensosialisasikan hal- hal yang baru, sesuai dengan juklak yang.ada:

Tanya: Bagaimana pendapat bapak terhadap keterlambatan-pémbayaran klaim?

Jawab: Kalau keterlambatan klaim , itu yang sélala-jadi masalah, Saya rasa di
setiap PPK pasti itu yang jadi masalahnya. Ydng menjadi alasanya pasti masalah
administrasi dari kami. Tapi saya rasa itu-idaks€lalu benar karena kami selalu
berusaha menyelesaikan tepat waktu , hanya mungkin ada kesalahan satu dua it
wajar, itulah gunanya ada tim verifikasi,

HASIL WAWANCARA
Han : Kamis
Tanggal 19 Juji’ 2012
Pukul «09.30 WIB
Tempat :Ruang Direktur RSUD Bangka Selatan

Narasumber :dr.AL

Tanya: Bagaimana pendapat bapak terhadap kurang informativnya informasi
yang scharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak
sampai kepada masyarakat?

Jawab: Kurang informatifnya informasi kalau di RS ini mungkin nggak ya, karena kalau
ada perubahan juklak ataupun prosedurnya, kami selalu langsung mensosialisasikan
kepada pasien- pasien melalui perawat di rvangan masing- masing, dan juga kami
sosialisasikan melalui poster ataupun tulisan yang dipajang di niangan- ruangan, baik
poliklinik maupun rawat inap.
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Tanya: Bagaimana pendapat bapak terhadap kurang koordinasinya unit pelayanan
yang terkait satu dengan lainnya?

Jawab: Kalau kurang koordinasi unit pelayanan yang terkait itu, biasanya
dikarenakan missed comunidation aja. Kalau di RS biasanya dengan RS Rujukan ,
misalnya dengan RS Depati Amir di Pkp. Tapi semua bisa diatasi dengan
secepatnya.

Tanya: Bagaimana pendapat bapak terhadap keterlambatan pembayaran klaim?

Jawab: Kalau masalah keterlambatan pembayaran klaim, sudah pasti itu menjadi
masalah bagi PPK. Dan kalau saya amati, keterlambatan ini juga mempengaruhi
kinerja petugas pelayaran. Soalnya ya...namanya pegawai ya tentunya juga
mengharapkan imbalan yang sepantasnya dari hasil kerjanya. Memang mereka
pegawai pemerintah, tetapi wajar juga kalau mereka mengharapkan jasa
pelayanan juga. Keterlambatan klaim itu biasanya karena proses administrasinya

saja.”
HASIL WAWANCARA
Hari : Selasa
Tanggat 19 Juni 2012
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Bupati Bangka Selatan

Narasumber :H.IHJ

Tanya; Bagainiana kronologis implementasi kebijakan JKBS?

Jawab: Jadi-pertama kali diterapkan JKJB waktu itu, masih jaman pemerintahan
Bupati waktu itu yaitu Bapak Justiar M Noer, dan kebetulan waktu itu saya masih
menjabat sebagai Wakil Bupati. Dan setahu saya memang waktu itu kita
mengadopsi dari Kabupaten Bangka yang di sini diberi nama Jaminan keschatan
Junjung Besaoh yang sekarang diubah namanya menjadi Jaminan Keschatan
Bangka Selatan.
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HASIL WAWANCARA
Hari : Senin
Tanggal : 18 Juni 2012
Pukul :09.30 WIB
Tempat : Ruang Ketua DPRD Kab. Bangka Selatan

Narasumber :H. AN

Tanya: Bagaimana Implementasi kebijakan dilihat dari kondisi sosial, ekonomi
dan politik?

Jawab: Program JKBS ini sangat penting, terutama bagi_mereka yang dak
mampu. Dan kalau untuk kepentingan politik itu pasti adalah*ya. Kalau dari segi
politik , ya mungkin bagi kandidat yang mencalofikan™diri, baik itu anggota
dewan, baik itu bupati. Pasti sclalu dijanjikan unfuk prioritas untuk kesehatan
gratis. Hak untuk mendapatkan pelayanan keSehatan itu adalah merupakan hak
setiap warga Negara. Dalam hal ini maSyarakat. Jadi pemerintah kan harus
memberikan pelayanan yang maksimal terhadap keschatan masyarakat. Jadi,
persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat ini kan begitu berat. Tapi
kalau pendidikan, keschatan, ity sudah kita perhatikan, ity akan berdampak,
dampak yang positif pada produktifitas. Masyarakat sehat maka mereka memilki
kemampuan untuk melakukan aktifitas. Dan aktifitas itu meningkatkan
produktifitas. Dengan , firoduktiitas pasti akan terjadi peningkatan ekonomi.
Ekonomi masyarakaf _sieningkat, kesejahteraan masyarakat lebih baik. Jadi
investasi pada bidang\kesehatan berdampak pada ekonorni Juga.”
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